BAB V

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari

pembahasan pada bab sebelumnya antara lain :

1. Dalam proses verifikasi piutang dalam kepailitan PT IBG, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) dinyatakan
sebagai kreditor konkuren oleh kurator terkait dengan utang pajak PT
IBG. Untuk itu, KPPP MB melakukan upaya renvoi prosedur ke
Pengadilan Niaga atas status kreditor konkuren terhadap tagihan
utang pajak PT IBG dari tahun 1998 sampai 2008 berdasarkan surat
pemberitahuan Nomor: S458/WPJ.01/KP.0404/2013 tertanggal 31
Oktober 2014. Permohonan renvoi tersebut dinyatakan tidak diterima
oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan alasan hukum yaitu
keberatan yang diajukan oleh KPPP MB adalah keliru karena
dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap tahap kedua (DPT II)
yang merupakan daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT
IBG. KPP MB seharusnya mengajukan renvoi atas Daftar Pembagian
Sementara (DPS) dan terfokus hanya pada bantahan terhadap daftar
tagihan yang diakui/dibantah.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam Penyelesaian Utang Pajak
Bagi Perusahaan Pailit yaitu diselesaikan dengan renvoi prosedur ke
Pengadilan Niaga selanjutya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

pihak kreditor yang keberatan terhadap daftar piutang dan kurator
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setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah
permohonan kasasi hamun apabila setelah Majelis Hakim Mahkamah
Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah
satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan
untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum
terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan
peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan
apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim

dalam menerapkan hukum.
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